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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 4;,ATAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM SERTA 
PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasa1 18 ayat ( 1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pemberia n Subsidi dari Pemerintah Daera h 
kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem 
Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Ta ta Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Min um 
serta Pe mberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaima na Lela h 
diuba h dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengaira n 
. (Letpbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 
' 65, Ta mbahan Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 
3046); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbenda haraan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Rcpubli k 

Lemba ran 

5.Undang-Undang ... 

Paraf Koordinasi 
um 

L. 



-2-

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Unda ng Nomor 33 Ta hun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Ta mba han Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Le mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20!4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba han Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemba ran 
Negara Republikindonesia Nomor 5679); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keua ngan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Ta hun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2010 Nomor 123, Ta mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165); 

11. Peraturan Pem erintah Nomor 122 Ta hun 201 5 tentang 
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Ta hun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 Pembentuka n Peratu ra n Perundang-Undangan 
(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 
199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae ra h 
sebagaimana telah diubah beberapa ka li, teral<hir clengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tenta ng Perubahan Kedua atas Peratura n Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Ta hun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Nega ra Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor310); 

14. Peratu ran ... 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 
tenta ng Pembentuka n Prociuk Hukum Daerah (Seri ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 7 Ta hun 1999 
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daera h Nomor 8 
Tahun 2000 tenta ng Pedoman Akunta n s i Perusa haan 
Daerah Air Minum; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso 
Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendiria n Perusa haan 
Daerah Air Minum Kabupaten Dae ra h Tingka l 11 
Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Dae rah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011; 

19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Ta hun 201 3 
tenta ng Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daera h 
Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 
1993 tentang Pendirian Perusahaan Daera h Air Minum 
Ka bupaten Daera h Tingkat II Bondowoso sebagaima na 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 
29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupa li 
Bondowoso Nomor 57 Tahun 2013 te ntang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bupaten Daerah Tingka l 
II Bondowoso Nomor Tahun 1993 tentang Pendiria n 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 
II Bondowoso; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN 
DAN PENETAPAN TARIF' AIR MINUM SERTA PEMBERIAN 
SUBSJDI DARI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN 
BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pera tu ran Bupa ti ini yang dimaksud dengan: 
1. Daera h adalah Ka bupa ten Bondowoso. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerinta h Kabupaten 

Bondowoso. 
3 . Bupa ti adalah Bupati Bondowoso. 
4. Dewa n Perwakila n Rakyat Daera h, yang sela njutnya 

disingkat DPRD, ada lah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

5. Perusahaan Daerah Air Minum, ya ng sela njutnya disingka l 
PDAM, adalah Perusa haan Daerah Air Minum Kabupa ten 
Bondowoso. 

Paraf Koordinasi 
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6. Direktur adalah Direktur PDAM. 
7. Dewa n Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM. 
8. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh 

pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian metar kubik (m3) 

air bersih yang disalurkan olen PDAM. 
9. Pela nggan adalah setiap orang a tau badan yang 

menggunakan air PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan. 
10. Biaya rendah adalah biaya yang kompenennya terdiri dari 

biaya operasional, biaya pemeliharaa n dan biaya 
administrasi. 

11. Biaya dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri 
dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya 
administrasi, biaya bunga pinjama n serta pokok pinjaman. 

12. Biaya penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari 
biaya opersional, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, 
biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu 
tingkat hasil investasi sebesar 10% (sepuluh per seratus) 
dari total nilai aset. 

13. Biaya Pembukaan Kembali, yang selanjutnya disingkat 
BPK, adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggan 
sebagai akibat dari permutusan sementara. 

14. Biaya Balik Nama, adalah biaya yang dibebankan kepada 
pelanggan sebagai akibat pemindahan atau pengalihan 
nama dan alamat pelanggan yang lama kepada pelanggan 
yang baru. 

15. Biaya Pemindahan Sambungan Rumah (SR), adalah biaya 
yang dibebankan kepada pelanggan sebagai akibat 
pelanggan yang pertama pindah lokasi dalam satu Wilayah 
Pers ii. 

16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh 
pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah 
Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk memba ntu 
biaya produksi air minum agar harga jua l produksi yang 
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 

17. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya 
disingkat APBD, adalah Angga ra n Pendapatan Belanja 
Daera h Kabupaten Bondowoso. 

18. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daera h. 

19. Pendapatan Dae rah adalah hak pemerintah daerah yang 
diakui sebagai penambah n ilai kekayaan bersih. 

20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keua ngan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah. 

21.Tim ... 
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21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
disingkat TAPD, adalah tim yang dibenluk dengan 
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekreta ris Daerah 
Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas menyiapka n 
serta melaksanakan kebijakan Bupati dala m rangka 
penyusunan APBD, yang anggotanya te rdiri dari Peja bat 
Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan. 

22 . Renca na Kerja dan Anggaran PPKD yang sela njutnya 
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja clan anggaran 
Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Benclahara 
Umum Daerah. 

23 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang sela njutnya 
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan 
anggaran Sadan Pengelola Keuangan Daerah selaku 
Bendahara Umum Daerah. 

BAB II 
DASAR PENETAPAN TARIF 

Pasal 2 

Penetapan tarif air PDAM didasarkan pada: 
a . pemulihan biaya 
b. ke terjangkauan 
c. efisiensi pemakaian 
d. kesederhanaan 
e. transparansi. 

BAB III 
PRINSlP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARIF 

Pasal3 

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif adalah untuk 
menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan 
dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan 
aspek keadilan. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) meliputi: 
a. biaya sumber air; 
b. biaya pengolahan air; 
c. biaya transmisi/ distribusi; 
d . biaya umum dan administrasi; da n 
e . biaya penyusutan. 

(3) Tarif yang ditetapkan PDAM adalah atas kebutuha n dasar 
pelanggan rumah tangga. 

(4) Untuk mencukupi pemulihan biaya da n keterjangkaua n 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, 
dilakukan subsidi silang antar kelompok. 

BAB IV ... 
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BAB IV 
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMS I 

Pasal4 

Golongan Pelanggan PDAM dibagi dalam 4 (empat) kelompok 
tarif, dan masing-masing kelompok disesuaikan den gan jenis 
pelanggan sebagai berikut: 
a. Kelompok I, yakni kelompok pelanggan yang membayar 

Ta rif Rendah atau Ta rif Bersubsidi yang nilainya lebih 
rendah dibanding Tarif Dasar, terdiri atas: 
1. Sosial Umum (S 1), golongan pelanggan yan g kegiatan 

setiap harinya memberikan pelayanan untuk 
kepentingan masyarakat umum dan di lua r kawasan 
bisnis serta tidak mendapat sumber da na dari 
kegiatannya, antara lain: 
a) Hidran Umum (HU); 
b) Kamar Ma ndi Umum (KMU); 
c) WC Umum; 

2. Sosial Khusus (S 2 ), golongan pelanggan yang kegiatan 
setiap harinya memberikan pelayana n sosia l unluk 
kepentingan masyarakat umum, antara lain : 
a) Yayasan Sosia l; 
b) Pondok Pesantren; 
c) Panti asuhan; 
d) Tempat Ibadah. 

3 . Rumah Tangga 1 (R 1), yakni golongan pela nggan 
rumah tangga kura ng mampu , antara la in: 
a) Ru mah tidak perma nen; 
b) Rumah setengah permanen; 
c) Rumah perma nen dengan luas bangunan kurang 

dari 36 m 2 . 

b. Kelompok II, yakni kelompok pelanggan yang mcmbayar 
minimal sama dengan Tarif Dasar. 
1. Rumah Tangga 2 (R 2), antara lain: 

a ) Rumah permanen den gan luas banguna n 36 m2 

sampai dengan 200 m2 ; 

b) Rumah di kawasan komplek perumahan; 
c) Rumah perma nen yang a da usaha sampingan 

berdomisi bukan di pinggir ja lan 
provinsi/kabupaten . 

2 . Rumah Tangga 3 (R 3), antara lain: 
a) Rumah mewa h dengan luas banguna n > 200 m2 ; 

b) Rumah kos ; 
c) Rumah perma nen yang ada usaha sampinga n yang 

berdomisili di pinggir jalan provinsi/kabupa ten. 
3 . Instansi Pemerinta h (IP), antara lain: 

a) Lembaga, Badan/Instansi Pemerintah; 
b) Kantor TNI/POLRI; 
c) Ruma h sakit pemerin tah; 
d) Kolam renang mil ik pemerintah; 

Paraf Koordinasi e)Sekola h ... 
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e) Sekolah Negeri/ Swasta; 
0 Puskesmas; 
g) Puskesmas pembantu; 
h) Kantor Organisasi Massa/Partai Politik; 
i) Sara na Instansi Pemerintah Lainnya. 

c . Kelompok Ill, yakni kelompok pelanggan yang m embayar 
minimal di atas Tarif Dasar, terdiri atas: 
1. Niaga Kecil (N 1), golongan pelanggan yan g kegiatan 

se tiap harinya berhubungan d engan suatu u sah a da pat 
m endatangkan keuntungan, meliputi: 
a) Kantor Perusahaan ( Pemerintah / Swasta ); 
b) Bank Pemerintah; 
c) Praktek Dokte r Swasta; 
d) Rumah Sakit Swasta'l'ype C / D; 
e) Kantor Notaris; 
0 Losmen/ Penginapan; 
g) Salon; 
h) Pe rbengkelan motor/ mobil; 
i) Apotik; 
j) Toko / ruko / percetakan; 
k) Biro Jasa; 
1) Rumah makan; 
m) Radio swasta; 
n) Pen ggilingan padi, daging/ selep; 
o) Pergudangan; 
p) l si ulang air minum ; 
q) Perusahaan makanan / minuman. 

2. Niaga Sedang (N 2), meliputi: 
a ) Importir /Eksportir; 
b) Ekspeditur; 
c) Bank Swasta; 
d) Swalayan/ supermarket; 
e) Rumah sakit swasta Type A/ B; 
0 Kolam renang umum swasta; 
g) SPBU / SPPBE; 
h) Distributor/ pedagan g besar; 
i) Hotel/ Restoran; 
j) Sadan usaha Milik Negara/Daerah; 
k) Dealer/ distributor/ pedagang besar. 

3 . Industri (1), golongan pelan ggan yang kegiatan/usa ha 
setiap harinya m erubah suatu barang menjad i barang 
ya ng lebih tinggi nilainya untuk menda pa tka n sua tu 
keuntungan, m eliputi: 
a ) Pertambangan; 
b) Perkayuan; 
c) Pe ternakan besar; 
d) Pabrik Minuman; 

c)Usaha ... 
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e) Usaha konveksi Besar; 
D Furniture; 
g) Usaha industri besar lainnya. 

d. Kelompok Khusus, golongan pelanggan yang pengenaan 
tarifnya berdasarkan kesepakatan dan tidak termasuk pada 
kelompok I, kelompok II dan kelompok Ill, meliputi: 
1. Tarif Khusus Non Komersial (Kl) . 

Tarif kesepakatan minimal sama dengan Tarif Dasar. 
2 . Tarif Khusus Komersial (K2). 

Tarif kesepakatan minimal sama dengan Tarif Pen uh. 

Pasal 5 

PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pela nggan 
yang dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pelanggan dan 
menentukan kriterianya. 

Pasal6 

Blok konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: 
a. konsumsi sampai dengan 10 m3/bulan 
b. konsumsi diatas 10 m3 / bulan 
c. konsumsi diatas 20 m 3 /bulan 

BABV 
PERHITUNGAN TARIF 

Pasal 7 

(1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang 
terjual. 

(2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut : 
a. biaya rendah; 
b. biaya dasar; 
c. biaya penuh. 

(3) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan 
blok konsumsi, dengan mempertimbangkan pemuliha n 
biaya dan kemampuan masyarakat. 

(4) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI 
BIAYA BEBAN TETAP 

Pasal 8 

Penetapan Beban Tetap ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur. 

BAB Vll ... 
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BAB VII 
SANKSIDENDA 

Pasal 9 

Pengenaan dan tata cara sanksi denda diatur dengan 
Peraturan Direktur. 

BAB VIII 
BIAYA ADMINISTRASI PELANGGAN PER KEGIATAN 

Pasal 10 

Penetapan Biaya Administrasi Pelanggan per kegiatan 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur. 

BAB IX 
BIAYA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU 

Pasal 11 

Penetapan Biaya Pemasangan Sambungan Baru ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur. 

BABX 
BIAYA AIR MELALUI KENDARAAN/MOBIL TANKI 

Pasal 12 

(1) Biaya air yang melalui jasa mobil tangki ditetapkan 
berdasarkan perhitungan komponen biaya, meliputi: 

a. biaya air; 
b. Bahan Bakar Minyak (BBM); 
c. jasa sopir; 
d. suku cadang; dan 
e. biaya perawatan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan komponen 
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Direktur. 

BAB XI 
SUBSIDI 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pasal 13 

(1) Subsidi kepada PDAM bertujuan untuk membantu biaya 
produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum 
yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. 

(2)Besarnya ... 
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(2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pa da ayat ( 1) 
dihitung berdasarkan selisih kura ng tarif rata-rata dengan 
ha rga pokok produksi setelah diaudit. 

(3) Dalam hal Bupati m emu tuskan tarif lebih kecil dari usulan 
tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata
rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost 
recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi 
untuk menutup kekurangannya melalui APBD. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Paragra f 1 
Penyiapa n dan Penyampaian Usulan 

Pasal 14 

(1) Da lam penyia pan u sula n subsidi di la kukan: 
a. penyiapan dokumen laporan keuangan PDAM yang telah 

diaudit dan dokumen rencana bisnis paling kurang 4 
(empat) tahun ke depan; 

b . Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang 
diusulkan. 

(2) Penyiapan usu Ia n sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan paling la m bat a khir bulan Mei. 

(3) Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui oleh 
RUPS/RUPM paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukan 
pembahasan RUPS/RUPM . 

Pasal 15 

(1) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
diajuka n oleh Direktur kepada Dewan Pengawas untu k 
menda patkan persetujuan. 

(2) Direk tur mengajukan usulan subsidi yang ditelah d isetujui 
Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah. 

(3) Usula n subsidi sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
memuat: 
a . Surat pengajua n a lokasi anggara n subsidi. 
b . Dokumen laporan keuangan PDAM yang telah diaudit, 

termasuk laporan realisasi subsid i tahun sebelumnya. 
c . Proyeksi penghitungan alokasi anggaran s ubsidi. 

Paragraf 2 
Penilaian dan Seleksi Usulan 

Pasal 16 

(1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaima na 
dimaksud da lam Pasal 15 ayat (2), Bupati menunjuk 
Pera ngka t Daerah terkait membidangi urusan pe kerjaan 
umum melakukan penilaian da n seleksi. 

(2)Kepala ... 
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(2) Kepa la Peran gkat Daerah terka it sebagaim a na dima ks ud 
pa da ayat (1) m enyampaikan hasil penila ia n da n selcks i 
berupa rekomenda si kepa da Bupati mela lui TAPD. 

(3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada aya t (2) dila kuka n pa ling lama 
1 (sa tu) minggu setela h usulan diterima a la u pada 
pertengahan bulan J u ni. 

(4) TAPD memberika n per timbangan atas rekomendasi yang 
disampaika n oleh Ke pa la Perangka t Daerah terkait. 

Pa ragr a f 3 
Pengaloka sia n Anggar an 

Pasal 17 

(1) Berda sa rkan rekomendasi Perangkat Daerah te r ka it da n 
per timba ngan TAPD sebagaima na dimaksud da la m Pasal 
16 ayat (3) dan ayat (4), dijadika n dasar alokasi a ngga ra n 
subsidi dalam ranca ngan Kebijakan Umum APBD (KUA) da n 
Priorita s Plafon Anggaran Sementa ra (PPAS). 

(2 ) Ra ncan gan KUA dan PPAS sebagaima na dima ksud pada 
aya t ( 1) tela h disepakati a n tara Pemerintah Daerah da n 
DPRD paling larnbat pada a khir bulan Juli. 

Pasal 18 

(1) Aloka si anggaran subsidi yang tela h disepakati da la m KUA 
da n PPAS sebagaima na dimaksu d dala m Pa sa l 17 ayal (1), 
sela njutnya disusun oleh PPKD ke dala m RKAPPKD dengan 
m empedomani Surat Edara n Bupati periha l Pedoma n 
Penyusunan RKA-SKPD da n RKA-PPKD. 

(2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) menjad i 
dasar penganggaran subsidi da la m APBD sesua i denga n 
peraturan perundan g-undangan. 

Pasa l 19 

(1) Subs idi kepada PDAM d ia nggarka n dala m kelompok bela nja 
tida k la ngsung, jenis bela nja subsidi, objek da n rincia n 
objek bela nja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada 
PPKD. 

(2) Rincia n objek belanja sebagaimana dimaksud pa da aya t ( 1) 
dican tumkan na ma PDAM dan besa ran subsid i ya ng 
diterima . 

Bagia n Ketiga 
Pelaksanaa n da n Pena tausah aan 

Pasal 20 

(1) Pelaksanaan anggara n bela nja subsidi kepa da PDAM 
d ida sa rka n a tas DPA-PPKD. 

Paraf Koordinasi (2)8upati ... 
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(2) Bupati menetapkan nama penerima dan besaran subs idi 
kepada PDAM dengan Keputusan Bupati sesuai dengan 
yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang penja ba ran APBD. 

Pasal 21 

( 1) Penya luran belanja subsidi kepada PDAM dilakuka n dengan 
cara pembayaran langsung (LS). 

(2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pa da 
ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai dengan sistem dan 
prosedur pengeluaran yang ditetapkan dalam Pera turan 
Bupati dengan mempedomani ketentuan pera turan 
perunda ng-undangan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal22 

(1) PDAM selaku penerima subsidi wajib menyampaikan 
la pora n realisasi penggun aan subsidi kepada Bupati mela lui 
PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Dae rah terkai L. 

(2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi 
yang diterimanya dan mempertanggungjawa bka n ta rget 
kinerja yang telah ditetapkan. 

(3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampa ika n 
kepada kepala daerah paling lambat pada akhir se tia p 
semester tahun a nggaran berkena an. 

Pasal 23 

Rea lisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud da la m 
Pasal 21 dicantumkan pada la poran keuangan Pemerin tah 
Daerah dalam tahun anggaran berjala n . 

BAV XII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal24 

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan layanan PDAM 
kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. 

BAB X IV ... 
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BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa l 25 

Pera tura n Bupa ti ini mu la i berlaku pada ta nggal diunda ngka n . 
Agar setiap orang mengetahu inya, mem erintah kan 
pengundan gan Peratura n Bu pa ti ini dengan penempatannya 
dala m Serita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Sondowoso 
pada tanggal 9, A ~\u~ ~0 17 

t AMIN SAID HUSNI Y/~ 
Diunda ngka n di So ndowoso 
pada tanggal <L A9u du~ 17 

H KABUPATEN BONDOWOSO 

SERITA DAERAH KASUPATEN SONDOWOSOTAHUN 2017 NOMOR 4 ~ -A 
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